





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
adalah salah satu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelengaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara Negara dan Pemerintah. Lembaga ini juga mempunyai 
kewenanangan mengawasi termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 
serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelengarakan 
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.
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 Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara 
independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat 
yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, misalnya keputusan-
keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil, menyimpang, sewenang-
wenang melangar ketentuan, penyalahgunaan kekuasaan, keterlambatan yang 
tidak perlu, atau pelanggaran kepatutan. 
Ombudsman sangat erat kaitanya dengan proses dan rangkaian 
pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik merupakan rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini diperuntukan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang 
disediakan oleh penyelengaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan 
publik adalah pengadaan dan penyaluran barang publik, penyediaan jasa 
publik, pelayanan administratif bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.yang pelaksanaanya 
merupakan misi negara. 
Kata Ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia, sering diartikan 
sebagai wakil sah dari seseorang. Lembaga semacam ini pernah dipraktekan 
di Cina sekitar 2000 tahun lalu selama Dinasti Han dan di Korea pada era 
Dinasti Chosen. Menjembatani penyelesaian masalah kerajaan dan rakyatnya. 
Pada tahun 1809 lembaga ini yang semula berupa informal berubah menjadi 
lembaga formal di Swedia (Justitie Ombudsman). Lembaga Parliamentary 
Ombudsman (Folketingets Ombudsman yang lebih moderen, menjadi state 
auxiliary body mulai didirikan di Denmark tahun 1955 dan kemudian di New 
Zealand pada tahun 1962.  
Untuk Indonesia lembaga Ombudsman menjadi suaru lembaga yang 
penting mulai masa Reformasi 21 Mei 1998 mengamanatkan perubahan 
kehidupan bernegara, berbagsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang 
didasarkan pada penyelengaraan negara dan pemerintahan yang demokrasi 
dalam rangka meningkatkan kesejahterasan, meciptakan keadilan, dan 
kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. 
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia oleh 
pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, lalu dilanjutkan 
oleh Presiden selanjutnya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Pada masa 
pemerintahan, K.H. Abdurrahman Wahid lah disebut sebagai tonggak sejarah 
pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu 
sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya 
tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang 
bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good 
governance.  
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan 





belakang pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia 
adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak 
anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai 
dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada 
anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga 
yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.  
Pada bulan Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 
Nasional, sehingga mulai saat itu, Indonesia memasuki babak baru dalam 
sistem pengawasan. Demikianlah sejak ditetapkannya Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000, berdirilah Lembaga 
Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Masa 
awal pembentukan pada era K.H. Abdurrahman Wahid, Ombudsman 
terbentuk dengan dua tujuan. Pertama, Ombudsman dibentuk untuk 
membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif 
dalam proses pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, adalah untuk meningkatkan 
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.  
Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang 
komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang tentang 
Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas 
dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah 
kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan 
Undang-undang. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah 
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Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, 
maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik 
Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman 
tidak lagi berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan 
lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang 
lain, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 
tangan kekuasaan lainya. 
Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Ombudsman Republik 
Indonesia mempunyai tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti laporan/ 
pengaduan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 
Ombudsman Republik Indonesia, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri 
terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan 
koordinasi, kerja sama serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga 
negara atau lembaga pemerintah lainnya. 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibentuk  
dan mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu seiring 
dengan dilantiknya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia 
Provinsi Riau bersama tiga orang asisten di Jakarta pada saat itu. Kehadiran 
Ombudsman di Perwakilan Provinsi Riau kemudian membawa 
perkembangan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini. 
Perkembangan ini ditandai dengan peran Ombudsman Republik Indonesia 
dalam melakukan pembenahan di sektor pelayanan publik. Perkembangan 
baru juga makin terlihat dengan adanya upaya penyelenggara pelayanan 




Yang mana pertama kali berdirinya kantor Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Riau beralamat di jalan Arifin Ahmad selama 
kurang lebih 3 tahun dan kini kantor Ombudsman Republik Indonesia 







Perwakilan Provinsi Riau beralamat jalan Diponegoro Nomor 44 A, 
Pekanbaru 28116. 
 
B. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 
Visi dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 
adalah mewujudkan pelayanan publik prima yang mensejahterakan dan 
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Riau. Adapun 
misi untuk memcapai visi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan tindakan pengawasa, menyampaikan saran dan rekomendasi 
serta mencegah Maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
2. Mendorong penyelengaraan Negara dan Pemerintahan agar lebih efektif 
dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme. 
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 
supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan. 
 
C. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman bertujuan : 
1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; 
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan 
efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme;  
3. Meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga 
negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 
yang semakin baik; 
4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 
dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 
korupsi, serta nepotisme; 
5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 





Fungsi Ombudsman Ombudsman Republik Indonesia menurut pasal 6 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008: 
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh penyelengara Negara dan pemerintah baik di pusat 
maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 
pelayanan publik tertentu. 
 
Tugas Ombudsman Republik Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 :  
1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggara 
pelayanan public; 
2. Melakukan Pemeriksaan  substansi atas Laporan; 
3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 
Ombudsman. 
4. Melakukan Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau 
lembaga pemerintah lainya serta lembaga kemasyarakatan dan 
Perseorangan; 
6. Membangun Jaringan Kerja; 
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan public; dan 
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan laporan 
menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 : 
1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, 






2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 
Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;  
3. Meminta klarifikasi, dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 
diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi 
Terlapor;  
4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang 
terkait dengan Laporan; 
5. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 
para pihak; 
6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 
pihak yang dirugikan; 
7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan 
Rekomendasi. 
 
D. Azas Ombudsman Republik Indonesia 
1. Kepatuhan 
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tidak hanya terpaku pada 
aturan hukum normatif belaka, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai 
yang berkembang dalam masyarakat. 
2. Keadilan 
Setiap tindakan dari Ombudsman harus mencerminkan keadilan bagi 
setiap pihak yang laporannya sedang ditangani oleh Ombudsman. 
3. Non diskriminasi 
Dalam memberikan pelayanan Ombudsman tidak boleh menggunakan 
prasangka ras, etnik, agama, keyakinan, politik, dan lain-lain. 
4. Tidak memihak 
Dalam mengambil pertimbangan dan menggunakan kewenangan 
Ombudsman harus besikap di tengah dan memperlakukan para pihak 
setara. 





Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Ombudsman dapat dipertangung 
jawabkan menurut ketentuan yang berlaku. 
6. Keseimbangan  
Dalam menangani laporan dan menjalankan kewenangan harus pada 
posisi seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan. 
7. Keterbukaan 
Dalam menjalankan tugasnya tidak menutup informasi yang seharusnya 
menurut ketentuan dapat dilakukan publikasi. 
8. Kerahasiaan 
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tetap menjaga kerahasiaan 
informasi yang di dapat dari berbagai pihak yang tidak ada hubungan 













E. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 
Gambar 4.1 Struktur organisasi Ombudsman Perwakilan Provinis Riau terdiri dari 1 orang kepala perwakilan, 10 orang asisten 
Ombudsman, dan 1 orang (PNS) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP). 
 
Kepala 
H. Ahmad Fitri ,S.E 
Asisten 

































M. Chairil Umam, S.IP, 
M.Si (han) 
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